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IMPLEMENTASI KEBIJAKAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN  






This aims of finding out the implementation of building permit policy in Department of 
Spatial Planning and Land affairs of Palu City. The  writer design a descriptive qualitative. Type 
of data analysis is primer and secondary. Technique of collecting data., through observation, 
interview and documentation. Technique of choosing informant by purposive. The data analysis 
that used are Miles model and Huberman they are data reduction, Data presentation and taking a 
coclusion. The writer used Van Meter and Van Horn’s theory, that consist of 6 (six) aspect. They 
are resource policy standard and target, communication between implementing agencies, 
characteristics of the implementing agency, socio-political and economic conditions, and attitude 
of executor. According to the research that the implementation of building permit policy. In other 
case, human resources in controlling the building field still inadequate, and the coordination by 
Department of Spatial Planning and Land Affair of Palu City to the society that breaking is not 
strict. So they not awakened public awareness which in turn not obey to the low. The executors 
attitude do not fair, honest and transparent, because they give the chance to certain part to build 
the building. Even though that building does not meet technical requirement, but the overall 
development can be implemented optimally and effectively. 
Keywords: Policy, Permissions, Building and Housing. 
Indonesia sebagai negara yang sedang 
berkembang merupakan salah satu negara 
yang memiliki luas wilayah yang amat besar 
dengan tingkat pembangunan yang cukup 
besar pula. Terlebih lagi dalam kehidupan 
modern saat ini berbagai pembangunan yang 
dapat menunjang kehidupan manusia seperti 
bangunan perumahan, gedung fasilitas 
pendidikan, gedung fasilitas kesehatan, serta 
fasilitas lainnya telah menjadi tuntutan yang 
harus dipenuhi. Dengan adanya 
pembangunan-pembangunan gedung tersebut 
akan memberikan dampak positif yang 
kemudian diharapkan dapat membawa 
kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.  
Penjelasan Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 Tentang 
Bangunan Gedung disebutkan Pembangunan 
nasional adalah untuk memajukan 
kesejahteraan umum sebagaimana dimuat 
dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada 
hakekatnya adalah pembangunan manusia 
Indonesia seutuhnya dan pembangunan 
seluruh masyarakat Indonesia yang 
menekankan pada keseimbangan 
pembangunan, kemakmuran lahiriah dan 
kepuasan batiniah, dalam suatu masyarakat 
Indonesia yang maju dan berkeadilan sosial 
berdasarkan Pancasila. Dengan demikian, 
bangunan gedung sebagai tempat manusia 
melakukan kegiatannya, mempunyai peranan 
yang sangat strategis dalam pembentukan 
watak, perwujudan produktivitas, dan jati diri 
manusia.  
Berdasarkan penjelasan Undang-
Undang tersebut diatas, agar dalam 
pelaksanaannya tidak menimbulkan masalah 
atau hambatan, maka diharapkan perlu adanya 
sarana perangkat perizinan dan rencana tata 
ruang yang baik. Rencana tata ruang yang 
baik dan adanya perizinan merupakan sarana 
pengendali perkembangan fisik didalam 
pelaksanaan pembangunan, yang berarti 
bahwa rencana tersebut sudah diberikan 
landasan hukum pelaksanaannya misalnya 
melalui Peraturan Daerah. Dalam rangka 
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melaksanakan rencana tata ruang tersebut, 
salah satu tindakan yang telah dilakukan oleh 
pemerintah adalah dengan mengeluarkan 
kebijakan mengenai izin mendirikan 
bangunan (IMB). 
Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2010, 
Tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan 
Bangunan, yang menyatakan bahwa: “Izin 
mendirikan bangunan, yang selanjutnya 
disingkat IMB, adalah perizinan yang 
diberikan oleh pemerintah daerah kepada 
pemohon untuk membangun baru, 
rehabilitasi/renovasi, dan/atau memugar 
dalam rangka melestarikan bangunan sesuai 
dengan persyaratan administratif dan 
persyaratan teknis yang berlaku”. 
Izin mendirikan bangunan (IMB) 
diharapkan dapat dijadikan sebagai  standar 
penyesuaian bangunan dengan lingkungan 
sekitarnya, mendirikan bangunan rumah atau 
toko dengan terencana akan menjamin 
kondisi lingkungan yang menjamin segala 
aktivitasnya. Olehnya itu, setiap pengakuan 
hak oleh seseorang terhadap suatu bangunan 
harus didasari bukti yang kuat dan sah 
menurut hukum. Tanpa bukti tertulis, suatu 
pengakuan dihadapan hukum mengenai objek 
hukum tersebut menjadi tidak sah. Sehingga 
dengan adanya surat IMB akan memberikan 
kepastian jaminan hukum kepada 
masyarakat, oleh sebab itu dalam kaitannya 
terhadap pelayanan perizinan khususnya 
kebijakan izin mendirikan bangunan (IMB), 
pemerintah berusaha menciptakan suatu 
sistem pelayanan yang optimal.  
Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 
Tahun 2012, Tentang izin mendirikan 
bangunan (IMB) dijelaskan bahwa dengan 
adanya IMB pemerintah daerah Kota Palu 
dapat mengontrol dalam rangka pendataan 
fisik Kota sebagai dasar yang sangat penting 
bagi perencanaan, pengawasan dan 
penertiban pembangunan Kota yang terarah 
dan sangat bermanfaat pula bagi pemilik 
bangunan.  
Berdasarkan peraturan daerah di atas, 
maka diharapkan setiap bangunan gedung 
harus memenuhi persyaratan administratif dan 
persyaratan teknis sesuai dengan fungsi 
bangunan gedung. Izin mendirikan bangunan 
(IMB) akan melegalkan suatu bangunan yang 
direncanakan sesuai dengan Tata Ruang yang 
telah ditentukan. Selain itu, dengan adanya 
IMB menunjukkan bahwa rencana kostruksi 
bangunan tersebut juga dapat dipertanggung 
jawabkan dengan maksud untuk kepentingan 
bersama. IMB juga, berfungsi untuk 
mengendalikan pembangunan secara tertib 
dan terarah sesuai dengan rencana tata ruang 
wilayah (RTRW) sehingga perkembangan 
dan pertumbuhan pembangunan sesuai 
dengan kegiatan penataan Kota yang sehat, 
rapi, aman, nyaman dan tidak terjadi tumpang 
tindih fungsi Kota yang dapat menimbulkan 
ketidaktertiban dan kesemrawutan Kota. 
Menurut Dwi (2008:11), izin 
mendirikan bangunan atau yang lebih sering 
dikenal IMB adalah izin yang diberikan untuk 
melakukan kegiatan membangun yang dapat 
diterbitkan apabila rencana bangunan dinilai 
telah sesuai dengan ketentuan yang meliputi 
aspek pertanahan, aspek planalogis 
(perencanaan), aspek teknis, aspek kesehatan, 
aspek kenyamanan, dan aspek lingkungan. 
Tujuan yang diharapkan dari kebijakan 
IMB adalah untuk mengarahkan 
pembangunan yang dilaksanakan oleh 
masyarakat, swasta maupun bangunan 
pemerintah dengan pengendalian melalui 
prosedur perizinan, kelayakan lokasi 
mendirikan, peruntukkan dan penggunaan 
bangunan yang sehat, kuat, indah, aman dan 
nyaman. Tertib pembangunan yang dimaksud 
diatas adalah agar desain pelaksanaan 
pembangunan dan bangunan sesuai dengan 
rencana tata ruang yang berlaku, sesuai 
dengan koefesien dasar bangunan (KDB), 
koefesien lantai bangunan (KLB) koefesien 
ketinggian bangunan (KKB) yang telah 
ditetapkan. 
Adapun proses pengurusan awal izin 
mendirikan bangunan (IMB), dapat dilakukan 
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melalui Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM&PTSP), 
yaitu mulai dari proses permohonan sampai 
pada hasil pengambilan surat IMB. 
Kewenangan Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam hal ini 
hanya menerbitkan surat IMB, tetapi izin 
rekomendasi tetap menjadi kewenangan 
Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan 
(DPRP) Kota Palu. 
Data rasio IMB dari Dinas Penataan 
Ruang dan Pertanahan (DPRP) Kota Palu 
menurut Bapak Risman, bahwa masih ada 
sekitar ± 20 ribu bangunan (rumah tinggal) di 
Kota Palu yang belum memiliki izin 
mendirikan bangunan (http://www. 
sultengaktual.com/2016/01/2016-target-
realisasi-pemutihan-imb-80.html). Artinya 
bangunan di Kota Palu masih banyak yang 
belum melaksanakan tertib bangunan atau 
belum tercover dengan IMB. Ini 
menunjukkan bahwa kepemilikan IMB belum 
ditaati sepenuhnya oleh masyarakat. Dari 
pihak masyarakat itu sendiri, terdapat 
beberapa hambatan yang muncul. Hambatan 
dan persoalan yang timbul kata Bapak 
Singgih, yaitu masih banyak masyarakat yang 
membangun tidak sesuai dengan peruntukan 
izin mendirikan bangunan (IMB), bahkan ada 
yang semaunya saja membangun sehingga 
tidak sesuai dengan garis sempadan jalan dan 
lokasi dimana letak bangunannya berada 
http://www. sultengaktual.com/2015/11/ 
seluruh bangunan-wajib-miliki-imb.html). 
Faktor-faktor seperti kurangnya 
pengetahuan masyarakat mengenai IMB 
tentunya menjadi masalah yang sangat 
krusial, karena apabila tidak memiliki IMB, 
maka bangunan yang di bangun tidak akan 
memperhatikan ketentuan-ketentuan yang 
telah ditetapkan dalam peraturan yang harus 
dipatuhi dalam pelaksanaan pembangunan, 
sehingga tidak sesuai dengan rencana tata 
ruang Kota dan bangunan tersebut dapat 
menimbulkan masalah karena mengganggu 
kepentingan umum dan lingkungan sekitarnya 
bahkan keselamatan pemilik bangunan tidak 
terjamin.  
Berdasarkan observasi awal yang 
dilakukan peneliti, menunjukkan adanya 
masalah atau kendala terkait dengan 
implementasi kebijakan IMB di Dinas 
Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu, 
khususnya izin perumahan (rumah tinggal). 
Jika dikaitkan dengan teori Van Meter dan 
Van Horn dalam Agustino (2008:142-144), 
yang terdiri dari 6 (enam) aspek, yaitu standar 
dan sasaran kebijakan, sumber daya, 
komunikasi antar badan pelaksana, 
karakteristik badan pelaksana, kondisi sosial, 
politik dan ekonomi dan sikap pelaksana, 
peneliti melihat ada beberapa aspek yang 
tidak terlaksana dengan baik sehingga 
implementasi ini tidak berjalan secara efektif.  
Pertama, aspek standar dan sasaran 
kebijakan, yaitu masih banyak masyarakat 
(warga) belum mengetahui apa yang menjadi 
maksud, tujuan, dan sasaran serta substansi 
dari kebijakan IMB tersebut sehingga 
kebijakan tidak dapat dicapai secara efektif 
dan efisien. Kedua, aspek sumber daya, terdiri 
dari sumber daya manusia, sumber daya 
peralatan dan sumber daya finansial. Pada sub 
aspek sumber daya manusia yaitu jumlah staf 
yang memiliki kompetensi, keahlian maupun 
keterampilan masih sangat kurang dan tidak 
mencukupi, khususnya dibagian pengawasan. 
Selain itu, ada beberapa staf yang 
ditempatkan tidak sesuai dengan latar 
belakang pendidikan serta keahliannya. Sub 
aspek sumber daya peralatan yaitu jumlah 
kendaraan operasional untuk melakukan 
patroli (pengawasan) masih belum memadai 
untuk melayani masyarakat, sehingga 
pengawasan dan penetiban izin mendirikan 
bangunan (IMB) tidak berjalan secara 
maksimal. Sedangkan sub aspek sumber daya 
finansial, yaitu masih sangat terbatasnya 
anggaran pelaksanaan kebijakan yang 
diperuntukan untuk melakukan pengawasan 
dan sosialisasi serta untuk memenuhi 
kebutuhan sarana dan prasarana dalam 
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menunjang pelaksanaan kebijakan izin 
mendirikan bangunan (IMB). 
Ketiga, aspek komunikasi antar badan 
pelaksana, yaitu kebijakan tersebut hanya 
sampai pada tataran pelaksana kebijakan 
sementara kebijakan tersebut tidak sampai 
pada kelompok sasaran (target group). Selain 
itu, masih kurangnya sosialisasi yang 
dilakukan aparat DPRP Kota Palu, sehingga 
menyebabkan  masih banyak masyarakat yang 
belum memahami arti pentingnya IMB. 
Selain itu, minimnya koordinasi yang 
dilakukan DPRP dengan organisasi setingkat 
maupun organisasi ditingkat bawah seperti 
ditingkat kecamatan dan kelurahan. 
Keempat, aspek karakteristik badan 
pelaksana, yaitu masih rendahnya komitmen 
para agen pelaksana baik secara individu 
maupun secara kelembagaan. Apabila 
dikaitkan dengan struktur birokrasi, masih 
rendahnya hubungan kerjasama antar 
organisasi dalam menyelesaikan 
permasalahan IMB. Selain itu, belum adanya 
kesesuaian antara proses penyelesaian 
pengurusan berkas izin mendirikan bangunan 
(IMB) dengan mekanisme pengurusan berkas 
izin mendirikan bangunan yang ada di Dinas 
Penataan Ruang dan Pertanahan (DPRP). 
Padahal waktu ideal untuk menyelesaikan 
proses pengurusan berkas izin mendirikan 
bangunan (IMB) apabila mengacu pada 
mekanisme tersebut yaitu paling lama 6 hari 
kerja untuk bangunan sederhana dan 10 hari 
kerja untuk bangunan kompleks. Namun 
faktanya adalah sebagian besar proses 
pengurusan berkas izin mendirikan bangunan 
(IMB) melebihi dari waktu yang telah 
ditentukan. Selain itu, belum adanya standar 
operasional prosedur (SOP) tentang 
pengurusan izin mendirikan bangunan (IMB) 
di Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan 
(DPRP) Kota Palu. 
Kelima, aspek kondisi sosial, politik dan 
ekonomi, yaitu masih kurangnya respon 
lingkungan eksternal (masyarakat) terhadap 
kebijakan izin mendirikan bangunan (IMB), 
dapat dibuktikan dengan masih banyak 
masyarakat yang membangun tanpa mengrus 
izin mendirikan bangunan (IMB) terlebih 
dahulu. 
Keenam, aspek sikap pelaksana 
(disposisi), yaitu masih belum tegasnya sanksi 
yang diberikan kepada masyarakat, seperti 
pembongkaran bangunan yang melanggar 
aturan, padahal di dalam penjelasan Peraturan 
Daerah Kota Palu No 10 Tahun 2012, 
Tentang IMB, bahwa membangun tanpa IMB 
akan diancam pidana kurungan 6 bulan 
penjara dan denda Rp. 50.000.000, namun 
sanksi pidana dan denda tersebut belum 
pernah direalisasikan. Selain itu, sikap 
pelaksana yang dinilai tidak adil, karena 
masih adanya IMB yang diberikan kepada 
pihak-pihak tertentu dalam melakukan 
pembangunan yang tidak sesuai dengan 
aturan. 
Berdasarkan permasalahan tersebut di 
atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan 
penelitian dengan judul implementasi 
kebijakan izin mendirikan bangunan (IMB) di 
Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan  




Jenis yang akan digunakan dalam 
penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif 
kualitatif. Tipe penelitian deskriptif 
(penggambaran) adalah suatu penelitian yang 
mendeskripsikan apa yang terjadi pada saat 
ini. Sedangkan penelitian kualitatif, yaitu 
menggambarkan suatu keadaan dari suatu 
objek penelitian, kemudian dianalisis sesuai 
dengan data yang dikumpulkan. Selain itu, 
penelitian kualitatif adalah penelitian yang 
pemecahan masalahnya menggunakan data 
empiris.  
Lokasi penelitian yang ditetapkan 
peneliti adalah Di Dinas Penataan Ruang dan 
Pertanahan Kota Palu. Teknik pengumpulan 
data merupakan langkah yang paling strategis 
dalam penelitian, karena tujuan utama dari 
penelitian adalah mendapatkan data yang 
sesuai dengan kebutuhan peneliti, diantaranya 
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yaitu observasi, wawancara mendalam, dan 
dokumentasi. Jumlah informan dalam 
penelitian ini 5 orang. Teknik penarikan 
informan menggunakan Purposive. yaitu 
suatu teknik penarikan informan yang 
dilakukan oleh peneliti dengan cara sengaja 
memilih orang-orang yang memahami dan 
mengerti tentang objek penelitian. Model 
interaktif dalam analisis data menggunakan 
model Miles dan Huberman dalam Idrus 
(2009:147-151), yang terdiri dari 
pengumpulan data, penyajian data, reduksi 
data, dan penarikan kesimpulan. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Sejak Dinas Penataan Ruang dan 
Pertanahan Kota Palu terbentuk, sampai saat 
ini telah melakukan langkah-langkah strategis 
dalam pelaksanaan tugasnya dengan berbagai 
program dan kegiatan dibidang Penataan 
Ruang dan Pertanahan, salah satunya adalah 
memberikan rekomendasi izin mendirikan 
bangunan (IMB). Bangunan yang sudah atau 
yang akan di bangun ini diharapkan kepada 
pemiliknya untuk mengurus izin mendirikan 
bangunan (IMB) terlebih dahulu. IMB juga 
perlu diperbaharui apabila dalam perjalanan 
nya bangunan mengalami perubahan 
signifikan atau renovasi yang menimbulkan 
kegiatan yang berdampak pada lingkungan 
seperti perubahan fungsi dan atau bentuk 
maka pemilik harus mengurus izin 
mendirikan bangunan (IMB) kembali. 
Membangun bangunan dengan 
terencana tidak akan melewatkan peraturan 
yang berlaku demi pencapaian kondisi 
lingkungan yang mendukung segala 
aktivitasnya. Untuk menghindari persoalan 
seperti diatas, maka setiap pendirian 
bangunan haruslah dilengkapi dengan izin 
mendirikan bangunan (IMB). Kegunaan izin 
mendirikan bangunan (IMB) adalah untuk 
menata pola penggunaan ruang Kota dan 
sekaligus mencegah munculnya bangunan-
bangunan yang dinilai dapat merusak dan 
membahayakan keselamatan warga Kota.  
Selain itu IMB digunakan untuk 
menertibkan bangunan gedung yang ada dan 
untuk tercapainya bangunan yang sesuai 
dengan fungsinya dan memenuhi persyaratan 
teknis dengan memperhatikan daya dukung 
lingkungan. Untuk itu, Pemerintah Kota Palu 
membuat suatu kebijakan yang mengatur 
tentang pendirian dan syarat-syarat bangunan 
yang memenuhi kriteria yang meliputi tata 
bangunan, lingkungan, dan persyaratan 
keandalan bangunan. Kebijakan tersebut 
tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Palu 
Nomor 10 Tahun 2012, Tentang Izin 
Mendirikan Bangunan. 
Dengan ditetapkan Peraturan Daerah 
ini, diharapkan akan memberikan landasan 
hukum, sekaligus meningkatkan pelayanan 
kepada masyarakat khususnya di bidang 
perizinan bangunan, pengawasan dan 
ketertiban terhadap bangunan yang berada di 
Kota Palu. Dengan IMB, maka masyarakat 
Kota Palu dapat memiliki bangunan yang 
statusnya tercatat dan memiliki kekuatan 
hukum sehingga akan menghindarkan 
pemiliknya dari sebutan bangunan liar yang 
rawan akan pembongkaran paksa oleh 
pemerintah karena dinilai melanggar aturan. 
Berdasarkan uraian di atas, maka dalam 
hal implementasi kebijakan izin mendirikan 
bangunan (IMB) di Kota Palu, penulis 
melakukan penelitian dengan mengadopsi 
teori Van Meter dan Van Horn yang dijadikan 
sebagai pisau analisis, yang merumuskan 
sebuah abstraksi (kerangka kerja) yang 
memperlihatkan hubungan antar berbagai 
faktor yang mempengaruhi hasil atau kinerja 
suatu kebijakan.  
Implementasi kebijakan pada dasarnya 
secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja 
yang tinggi berlangsung dalam antar 
hubungan berbagai faktor dan dikembangkan 
dalam model implementasi kebijakan yang 
terdiri dari enam aspek, yaitu: 1) standar dan 
sasaran kebijakan; 2) sumber daya; 3) 
komunikasi antara badan pelaksana; 4) 
karakteristik agen pelaksana; 5) kondisi 
sosial, politik dan ekonomi, dan; 6) sikap 
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pelaksana. Aspek-aspek tersebut dipercaya 
membentuk hubungan antara kebijakan 
dengan performance kebijakan. Keenam 
aspek-aspek tersebut akan dikaitkan dengan 
penelitian penulis dengan judul implementasi 
kebijakan izin mendirikan bangunan (IMB) di 
Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan 
(DPRP) Kota Palu, yang akan diuraikan 
sebagai berikut: 
1. Standar dan sasaran kebijakan 
Van Meter dan Van Horn dalam 
Widodo (2010:105) menjelaskan bahwa 
pemahaman tentang maksud umum dari suatu 
standar dan sasaran kebijakan adalah penting. 
Implementasi kebijakan yang berhasil, bisa 
jadi gagal (frustated) ketika para pelaksana 
(officials), tidak sepenuhnya menyadari 
terhadap standar dan tujuan kebijakan. 
Standar dan sasaran kebijakan memiliki 
hubungan yang erat dengan disposisi para 
pelaksana (implementors). Arah disposisi para 
pelaksana (implementors) terhadap standar 
dan sasaran kebijakan juga merupakan hal 
yang crucial. Implementor mungkin bisa jadi 
gagal dalam melaksanakan kebijakan, 
disebabkan karena mereka menolak atau tidak 
mengerti apa yang menjadi tujuan suatu 
kebijakan. 
Dalam memahami standar dan sasaran 
kebijakan, dalam kaitannya dengan penelitian 
ini dapat dilihat pada Peraturan Daerah 
tentang izin mendirikan bangunan (IMB) 
yang menjadi acuan dalam pelaksanaan 
kebijakan ini yang secara umum tujuannya 
untuk menertibkan bangunan gedung 
sehingga tercapainya bangunan yang sesuai 
dengan fungsinya dan memenuhi persyaratan 
teknis.  
Berdasarkan hasil penelitian yang 
dilakukan bahwa masih banyak masyarakat 
(warga) belum mengetahui apa yang menjadi 
maksud, tujuan, dan sasaran serta substansi 
dari kebijakan Izin Mendirikan Bangunan 
(IMB) tersebut sehingga kebijakan tidak dapat 
dicapai secara efektif dan efisien 
2. Sumber daya 
Keberhasilan proses implementasi 
kebijakan sangat tergantung dari kemampuan 
memanfaatkan sumber daya yang tersedia. 
Manusia merupakan sumber daya yang 
terpenting dalam menentukan suatu 
keberhasilan proses implementasi. Tahap-
tahap tertentu dari keseluruhan proses 
implementasi menuntut adanya sumber daya 
manusia yang berkualitas sesuai dengan 
pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan 
yang telah ditetapkan secara apolitik. Tetapi 
ketika kompetensi dan kapabilitas dari 
sumber-sumber daya itu nihil, maka kinerja 
kebijakan publik sangat sulit untuk 
diharapkan. 
Menurut Van Meter dan Van Horn 
dalam Subarsono (2011:100), bahwa 
implementasi kebijakan perlu dukungan 
sumber daya manusia (human recources) 
maupun dukungan sumber daya non-manusia 
(non-human recources). Selain sumber daya 
manusia, sumber daya lain juga patut untuk 
diperhitungkan dalam melaksanakan 
kebijakan izin mendirikan bangunan (IMB), 
seperti sumber daya finansial dan sumber 
daya waktu, karena ketika sumber daya 
manusia yang kompeten dan kapabel telah 
tersedia, namun tidak didukung dengan 
sumber daya finansial dan sarana dan 
prasarana dalam melaksanakan kebijakan, 
maka akan menjadi persoalan yang pelik 
untuk meralisasikan apa yang hendak menjadi 
tujuan kebijakan izin mendirikan bangunan 
(IMB) itu sendiri. Berdasarkan hasil 
penelitian yang dilakukan bahwa sumber daya 
manusia yaitu jumlah staf yang memiliki 
kompetensi, keahlian maupun keterampilan 
masih sangat kurang dan tidak mencukupi, 
khususnya dibagian pengawasan. Selain itu, 
ada beberapa staf yang ditempatkan tidak 
sesuai dengan latar belakang pendidikan serta 
keahliannya. Sub aspek sumber daya 
peralatan yaitu jumlah kendaraan operasional 
untuk melakukan patroli (pengawasan) masih 
belum memadai untuk melayani masyarakat, 
sehingga pengawasan dan penetiban izin 
mendirikan bangunan (IMB) tidak berjalan 
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secara maksimal. Sedangkan sub aspek 
sumber daya finansial, yaitu masih sangat 
terbatasnya anggaran pelaksanaan kebijakan 
yang diperuntukan untuk melakukan 
pengawasan dan sosialisasi serta untuk 
memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana 
dalam menunjang pelaksanaan kebijakan izin 
mendirikan bangunan (IMB). 
3. Komunikasi antar badan pelaksana  
Komunikasi merupakan mekanisme 
yang ampuh dalam implementasi kebijakan 
publik. Semakin baik koordinasi dan 
komunikasi diantara pihak-pihak yang 
terlibat dalam suatu proses implementasi, 
maka kesalahan-kesalahan yang akan terjadi 
sangat kecil. Dengan demikian, komunikasi 
sangat menentukan keberhasilan pencapaian 
tujuan dari implementasi kebijakan IMB 
yang ada di Dinas Penataan Ruang dan 
Perumahan Kota Palu. Implementasi yang 
efektif terjadi apabila para pembuat 
keputusan sudah mengetahui apa yang 
mereka akan kerjakan. Tugas dan tanggung 
jawab yang akan mereka kerjakan dapat 
berjalan dengan baik bila komunikasi 
berjalan dengan baik. Sehingga implementasi 
kebijakan harus dikomunikasi kan dengan 
pihak-pihak yang terkait, agar kebijakan 
tersebut akurat, tepat dan konsisten. Dengan 
demikian, komunikasi sangat diperlukan agar 
para pelaksana kebijakan dan implementor 
kebijakan akan semakin konsisten dalam 
melaksanakan kebijakan IMB yang 
diterapkan kepada sasaran kebijakan. 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan 
bahwa komunikasi kebijakan tersebut hanya 
sampai pada tataran pelaksana kebijakan 
sementara kebijakan tersebut tidak sampai 
pada kelompok sasaran (target group). Selain 
itu, masih kurangnya sosialisasi yang 
dilakukan aparat DPRP Kota Palu, sehingga 
menyebabkan masih banyak masyarakat yang 
belum memahami arti pentingnya IMB. 
Selain itu, minimnya koordinasi yang 
dilakukan DPRP dengan organisasi setingkat 
maupun organisasi ditingkat bawah seperti 
ditingkat kecamatan dan kelurahan.  
4. Karakteristik badan pelaksana 
Karakteristik agen pelaksana dalam 
penelitian melihat pada kemampuan dan 
komitmen badan pelaksana dalam 
melaksanakan program/kebijakan yang sesuai 
dengan standar dan mekanisme yang berlaku, 
sehingga organisasi atau agen pelaksana dapat 
memahami dan mengerti terhadap tugas 
pokok, fungsi dan tanggung jawab masing-
masing, baik secara individu maupun secara 
kelembagaan. Dalam suatu implementasi 
kebijakan, agar dapat mencapai keberhasilan 
yang maksimal, maka harus diidentifikasikan 
dan diketahui karakteristik agen pelaksana 
yang mencakup struktur birokrasi, norma-
norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi 
dalam birokrasi, semua itu akan mempenga 
ruhi implementasi suatu kebijakan yang telah 
ditentukan. Hal ini sangat penting karena 
kinerja implementasi kebijakan akan sangat 
banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat 
serta cocok dengan para agen pelaksananya. 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan 
bahwa yaitu masih rendahnya komitmen para 
agen pelaksana baik secara individu maupun 
secara kelembagaan. Apabila dikaitkan 
dengan struktur birokrasi, masih rendahnya 
hubungan kerjasama antar organisasi dalam 
menyelesaikan permasalahan IMB. Selain itu, 
belum adanya kesesuaian antara proses 
penyelesaian pengurusan berkas izin 
mendirikan bangunan (IMB) dengan 
mekanisme pengurusan berkas izin 
mendirikan bangunan yang ada di Dinas 
Penataan Ruang dan Pertanahan (DPRP). 
Padahal waktu ideal untuk menyelesaikan 
proses pengurusan berkas izin mendirikan 
bangunan (IMB) apabila mengacu pada 
mekanisme tersebut yaitu paling lama 6 hari 
kerja untuk bangunan sederhana dan 10 hari 
kerja untuk bangunan kompleks. Namun 
faktanya adalah sebagian besar proses 
pengurusan berkas izin mendirikan bangunan 
(IMB) melebihi dari waktu yang telah 
ditentukan. Selain itu, belum adanya standar 
operasional prosedur (SOP) tentang 
pengurusan izin mendirikan bangunan (IMB) 
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di Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan 
(DPRP) Kota Palu. 
5. Kondisi sosial, politik, dan ekonomi 
 Kondisi lingkungan sosial, politik dan 
ekonomi mempunyai pengaruh yang sangat 
penting pada pelaksanaan kebijakan IMB. 
Van Meter dan Van Horn dalam Agustino 
(2012:144), mengatakan bahwa sejauhmana 
lingkungan eksternal turut mendorong 
keberhasilan kebijakan publik yang telah 
ditetapkan. Lingkungan sosial, politik dan 
ekonomi yang tidak kondusif dapat 
mengakibatkan kinerja implementasi 
kebijakan menjadi gagal, karena upaya untuk 
mengimplementasikan suatu kebijakan harus 
memperhatikan suasana yang kondusif pada 
lingkungan eksternal. Berdasarkan hasil 
penelitian yang dilakukan bahwa masih 
kurangnya respon lingkungan eksternal 
(masyarakat) terhadap kebijakan izin 
mendirikan bangunan (IMB), dapat 
dibuktikan dengan masih banyak masyarakat 
yang membangun tanpa mengrus izin 
mendirikan bangunan (IMB) terlebih dahulu. 
6. Disposisi/Sikap pelaksana 
Disposisi merupakan kemauan, 
keinginan dan kecenderungan para pelaku 
kebijakan untuk melaksanakan kebijakan 
secara sungguh-sungguh, sehingga apa yang 
menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan. 
Disposisi ini akan muncul diantara para 
pelaku kebijakan, manakala akan 
menguntungkan tidak hanya organisasinya, 
tetapi juga dirinya. Mereka akan tahu bahwa 
kebijakan akan menguntungkan organisasi 
dan dirinya, manakala mereka cukup 
pengetahuan (cognitive) dan mereka sangat 
mendalami dan memahaminya 
(comprehension and understanding). 
Pengetahuan, pendalaman dan pemahaman 
kebijakan ini akan menimbulkan sikap 
menerima (acceptance), acuh tak acuh 
(neutrality) dan menolak (rejection) terhadap 
kebijakan. Sikap itulah yang akan 
memunculkan disposisi pada diri pelaku 
kebijakan. 
Menurut Van Meter dan Van Horn 
dalam Widodo (2010:104) bahwa disposisi 
yang tinggi berpengaruh pada tingkat 
keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Disposisi 
diartikan sebagai kecenderungan, keinginan 
atau kesepakatan para pelaksana 
(implementors) untuk melaksanakan 
kebijakan. Oleh karen itu, jika implementasi 
kebijakan izin mendirikan bangunan di Kota 
Palu ingin berhasil, maka para pelaksana 
kebijakan tidak hanya mengatahui apa yang 
harus dilakukan, tetapi mereka juga harus 
memiliki kemampuan dan kemauan 
melaksanakan kebijakan tersebut secara 
demokratis, antusias dan responsif kepada 
masyarakat. Adapun sikap pelaksana yang 
dimaksud dalam penelitian ini adalah 
mengacuh pada daya tanggap sikap pelaksana 
terkait dengan tanggung jawab yang 
dilaksanakan secara transparan, jujur dan adil, 
serta pemahaman badan pelaksana dalam 
melaksanakan tugas dan fungsinya dalam 
pelaksanaan kebijakan izin mendirikan 
bangunan. 
Berdasarkan hasil penelitian yang 
diperoleh bahwa masih belum tegasnya sanksi 
yang diberikan kepada masyarakat, seperti 
pembongkaran bangunan yang melanggar 
aturan, padahal didalam penjelasan Peraturan 
Daerah Kota Palu No 10 Tahun 2012, 
Tentang IMB, bahwa membangun tanpa IMB 
akan diancam pidana kurungan 6 bulan 
penjara dan denda Rp50.000.000, namun 
sanksi pidana dan denda tersebut belum 
pernah direalisasikan. Selain itu, sikap 
pelaksana yang dinilai tidak adil, karena 
masih adanya IMB yang diberikan kepada 
pihak-pihak tertentu dalam melakukan 
pembangunan yang tidak sesuai dengan 
aturan. 
 
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 
 
Berdasarkan hasil penelitian yang 
dilakukan bahwa, implementasi kebijakan izin 
mendirikan bangunan di Dinas Penataan 
Ruang dan Pertanahan Kota Palu, belum 
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efektif dan maksimal. Yaitu masih banyak 
masyarakat Kota Palu belum mengetahui apa 
yang menjadi substansi dari kebijakan IMB. 
Pada aspek sumber daya yaitu aparat dibidang 
penertiban bangunan masih sangat kurang 
memadai dari segi jumlah, khususnya 
dibagian pengawasan. Selain itu, jumlah 
kendaraan operasional untuk melakukan 
patroli (pengawasan) masih belum memadai, 
sehingga pengawasan dan penertiban IMB 
tidak berjalan secara maksimal. Sedangkan 
sumber daya finansial, masih sangat 
terbatasnya untuk melakukan pengawasan dan 
sosialisasi.  
Aspek komunikasi antar badan 
pelaksana, yaitu kebijakan tersebut hanya 
sampai pada tataran pelaksana kebijakan 
sementara kebijakan tersebut tidak sampai 
pada kelompok sasaran. Selain itu, masih 
kurangnya sosialisasi yang dilakukan dan 
minimnya koordinasi yang dilakukan DPRP 
dengan organisasi setingkat maupun 
organisasi ditingkat bawah seperti ditingkat 
kecamatan dan kelurahan. Selain itu, masih 
rendahnya komitmen para agen pelaksana 
baik secara individu maupun secara 
kelembagaan. Apabila dikaitkan dengan 
struktur birokrasi, masih rendahnya hubungan 
kerjasama antar organisasi dalam 
menyelesaikan permasalahan IMB. Selain itu, 
belum adanya standar operasional prosedur 
(SOP) tentang pengurusan IMB di Dinas 
Penataan Ruang dan Pertanahan (DPRP) Kota 
Palu. Permasalahan lainnya adalah, masih 
kurangnya respon lingkungan eksternal 
(masyarakat) terhadap kebijakan IMB, dapat 
dibuktikan dengan masih banyak masyarakat 
yang membangun tanpa mengrus izin 
mendirikan bangunan (IMB) terlebih dahulu.  
Aspek sikap pelaksana (disposisi), yaitu 
masih belum tegasnya sanksi yang diberikan 
kepada masyarakat, seperti pembongkaran 
bangunan yang melanggar aturan, padahal di 
dalam penjelasan Peraturan Daerah Kota Palu 
No 10 Tahun 2012, Tentang IMB, bahwa 
membangun tanpa IMB akan diancam pidana 
kurungan 6 bulan penjara dan denda 
Rp50.000.000, namun sanksi pidana dan 
denda tersebut belum pernah direalisasikan. 
Selain itu, sikap pelaksana yang dinilai tidak 
adil, karena masih adanya izin mendirikan 
bangunan (IMB) yang diberikan kepada 
pihak-pihak tertentu dalam melakukan 
pembangunan yang tidak sesuai dengan 
aturan. 
Berdasarkan hasil pembahasan dan 
kesimpulan, maka peneliti merekomendasikan 
beberapa saran yang terkait dengan 
implementasi kebijakan IMB pada Dinas 
Penataan Ruang dan Pertanahan (DPRP) Kota 
Palu, yaitu sebagai berikut: 
1. Dalam melaksanakan kebijakan izin 
mendirikan bangunan (IMB), diharapkan 
agar DPRP melakukan koordinasi antar 
organisasi setingkat, dan koordinasi 
ditingkat kelurahan. 
2. Diharapkan agar DPRP melakukan 
sosialisasi secara kontinyu kepada 
masyarakat selaku sasaran dari kebijakan 
IMB, sehingga masyarakat dapat 
mengetahui bahwa izin mendirikan 
bangunan (IMB) merupakan alat 
pengendali pemanfaatan ruang. 
3. Diharapkan DPRP dapat memberikan 
sanksi yang tegas kepada masyarakat yang 
melakukan pelanggaran, karena tidak 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
4. Dalam melaksanakan kebijakan izin 
mendirikan bangunan (IMB), diharapkan 
agar DPRP dapat berlaku adil, jujur dan 
transparan, sehingga tidak menimbulkan 
persepsi yang negatif dari masyarakat. 
5. Untuk lebih mengefektifkan kinerja aparat 
tim penertiban dan pemanfaatan ruang, 
sebaiknya aparat DPRP berkoordinasi 
dengan aparat kelurahan untuk melakukan 
pengawasan izin mendirikan bangunan 
(IMB). 
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